
BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR lS  TAHUN2015

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang :  a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan pembangunan cian

Q/ pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai
dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat,
perlu adanya tata cara pembagian dan Penetapan
Besaran Dana Desa setiap  Desa di  Kabupaten
Mempawah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam  mxruf  a,  perlu.  menetapkan
Peraturan Bupati Merapawah;

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahaii Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352),  sebagai

( N; Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
^"' Indonesia  Tahun  1959  Nomor  72,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang
Keuangan  (Negara  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);



c

c

5. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang@undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan  Nama  Kabupaten  Pontianak  Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5556);

12.Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang  Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  88,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



c

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedom.an Teknis Perataran Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita. Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19.Peraturari Daerah Kabupaten Pontianak Nomor  1
Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

2O.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI  MEMPAWAH TENTANG TATA
x-s. CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
L^ DESA  SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah  Daerah  adalah  sebagai  unsur  penyelenggaraan

Pemeiintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Mempawah.



5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h-ukum yang
memiliki  batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal usul,  dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan
pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan Desa.
8. Anggaran. Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

r~- Pasal 2

(1)Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa
dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten  Mempawah  sebesar
Rp.  17.748.753.000,-  (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh
delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(2)Penentuan rincian besamya Dana Desa masing-masing desa ditentukan
berdasarkan jumlah penduduk Desa,  luas  wilayah Desa,  angka
kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

(3)Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(̂ Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dihitung dengan cara :
a.  W = (0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Zl = rasio jumlah. penduduk setiap Desa terhadap total penduduk

Desa kabupaten/kota yang bersangkutati
Z2 = rasio jumlah penduduk misMn Desa setiap terhadap total

penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

kabupaten/kota yang bersangkutan
2A = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

yang bersangkutan



Pasal9

(1) Kepala  Desa  dengan  dikoordinasikan  oleh  camat  setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan
semester II kepada Bupati Mempawah.

(2) Penyampaian. laporan realisasi penggunaan. Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

berjalan;
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 10

c

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak
menyampaikan APBDesa  dan/atau  laporan  realisasi  penggunaan
semester sebelumnya.

(2) Pertundaan  sebagaimana  ayat  1  dilakukan  sampai  dengan
disampaikarmya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan
semester sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan
penyimpangan pelaksanaan yang raengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari
Dana Desa yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari
Bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh.  Bupati kepada Menteri
Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuiidaiigkan.

c
Agar  setiap  orang  mengetahuinya  memerintahka
Peraturan Bupati  ini  dengan penempatannya dala

N^abupaten Mempawah.

uiunaamjicapidi MempawahpaVa ta^rfl .2%/:.t̂ ?>?
SEMRETARIS CKERAH KABUPATEN MEMPAWAH

' JMOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN .2S}. NOMOR ...%

Ditetapkan
pada tanggal

pengundangan
Berita  Daerah

li  Mempawah
fs-'-T"  2015

BUPATI MEMPAWAH,

@ w-@

RIA )RSAN



b. Data  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a bersumber dari
kementerian  yang  berwenang  dan/atau  lembaga  yang
menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidarig statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografls setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan
oleh Menteii Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari
Rekening Kas Unrnm Daerah ke Rekening Kas Until m Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum. Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
a.  tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

/-@n b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
s-^ c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I  dilakukan  setelah Kepala Desa
menyampaikan :
a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II  dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam

APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

r~~~ Pengelolaan  keuangan  desa  dikelola  sesuai  dengan  ketentuan
"^ perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
oleh Sekretaris  Desa atas  kebenaran material  yang timbul  dari
penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan  sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN PERATURAN BUPAT1 MEMPAWAH
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2015
2015

TATA CARA PEMBAGJAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
Dl KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA DARI VARiABEL INDEPENDEN UTAMA DAN VAR1ABEL INDPENDEN TAMBAHAN

NO.

(D
1

1
2
3
4
5

II
1
2
3
4
5
6

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

IV
1
2
3
4
5
6
7
8

V
1
2
3
4

VI
1
2
3
4
5
6

KECAMATAN/DESA

(Z)
MempawahHilir
Sengkubang
Penibung
Pasir
KualaSecapah
Malikian

MempawahTimur
Antibar
SuiBakauKecil
Pas'irPalembang
PasirPanjang
Sejegi
ParitBanjar

SungaiKunyit
SungaiDuriI
SungaiDuri1/
BukitBatu
SuiBundungLaut
SuiKunyitLaut
SuiKunyitDalam
SuiKunyitHulu
SuiLimau
SufDungun
Mendalok
Semparong/ParitRaden
Semudun

SungaiPinyuh
SungaiPurunKecil
Peniraman
Nusapati
SungaiBatang
SuiBakauBesarLaut
SuiBakauBesarDarat
SungaiRasau
JalanGalang

Anjongan
AnjunganDalam
Kepayang
Dema
PakBulu

Segedong
SungaiBurung
SuiPurunBesar
ParitBugis
PenitiBesar
PenitiDalam 1
PenitiDalamII

(Rp).

(3)

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266-231,295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

DANADESA
PROPORSIONAL(DDP)

(Rp)-

(@)

21.927.653
26.052.539
47.736.297
22.551.072
29.922.413

34.020.143,39
40.664.125,21
49.241.920,37
22.575.657,78
17.163.266,98
21.730.867,74

17.263.405,80
23.961.948,90
29.825.104,46
14.455.997,17
21.655.108,63
19.776.134,88
27.360.543,01
18.619.274,62
15.965.868,47
19.558.096,84
28.895.391,98
17.074.979,61

34.662.025,70
42.707.835,29
45.238.842,38
18.163.044,33
26.769.654,87
32.963.501,67
19.158.985,90
29.737.592,28

17.404.748,18
26.395.441,27
19.803.514,25
18.167.803,48

26.893.315,84
53.630.888,76
34.049.427,34
55.149.639,15
35.641.762,53
47.232.306,60

DANADESA(DDX>
(Rp).

(5)

288.158.948
292.283.834
313.967.592
288.782.367
296.153.708

300.251.438
306.895.420
315.473.215
288.806.953
283.394.562
287.962.163

283.494.701
290.193.244
296.056.399
280.687.292
287.886.404
286.007.430
293.591.838
284.850.570
282.197.163
285.789.392
295.126.687
283.306.275

300.893.321
308.939.130
311.470.137
284.394.339
293.000.950
299.194.797
285.390.281
295.968.887

283.636.043
292.626.736
286.034.809
284.399.098

293.124.611
319.862.184
300.280.722
321.380.934
301.873.058
313.463.602
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L.

(1)
VII

1
2
3
4
5

VIII
1
2
3
4
5
6
7
8

IX
1
2
3
4
5
6

(2)
Siantan
WajokHulu
WajokHilfr
Jungkat
SungaiNipah
PenitiLuar

Toho
PakLaheng
TohoIlir
Sepang
PakUtan
Terap
Kecurit
Sambora
Benuang

Sadaniang
Amawang
Ansiap
Bumbun
Pentek
Sekabuk
SuakBarangan

(3)

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295
266.231.295

15.973.877.700

(4)

67.662.680
46.182.710
68.083.467
28.964.519
29.559.214

15.817.124
26.238.439
26.830.450
35.909.444
26.370.763
20.841.197
18.652.506
25.122.087

30.936.797
25.594.644
29.339.163
27.825.111
22.984.575
30.192.067

1.774.875.300

(5)

333.893.975
312.414.005
334.314.762
295.195.814
295.790.509

282.048.419
292.469.734
293.061.745
302.140.739
292.602.058
287.072.492
284.883.801
291.353.382

297.168.092
291.826.139
295.570.458
294.056.406
289.215.870
296.423.362

17.748.753.000


